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	Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas area 12.734.692 Ha, terdiri dari 7 kabupaten, 3 kota, 103 kecamatan, 198 kelurahan, dan 834 desa. Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 seluas 16.732.065,18 Ha, dan wilayah daratan seluas 12.638.931 Ha (75,537%) dari total luas wilayah.


Gambar 2.1. Peta Luas dan Prosentase Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
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	Dari segi jarak, lokasi  Kabupaten Kutai Kertanegara  terdekat dengan Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi. Jauhnya jarak antara Kabupaten/Kota dengan Kota Samarinda memunculkan tantangan tersendiri, baik dari sisi aksses dan kebutuhan infrastruktur (jalan, listrik, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, perdagangan, dan perindustrian), maupun sarana pembangunan lainnya. 

	Dengan kondisi geografis yang seperti ini, maka rencana induk pengembangan infrastruktur yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial, dan pelestarian lingkungan sangat diperlukan untuk mengatasi keterisolasian dan keterbatasan akses dari dan menuju ke masing-masing Kabupaten/Kota. Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah yang kemudian di lingkup dalam sebuah Kajian Lingkungan Hidup Strategis sangat diperlukan agar daya dukung wilayah dan kesehatan ekosistem terjaga guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 



[bookmark: _Toc499928273]Gambar 2.2. Pola Ruang Wilayah Kaltim dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Perda Kaltim No1/2016)

Sumber: Bappeda 2017
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1. KEPENDUDUKAN
	Kalimantan Timur mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 110.446 selama kurun empat tahun terakhir 2012-2016.  Pada Buku Kalimantan Timur dalam Angka 2017, jumlah penduduk Kalimantan Timur mencapai 3.501.232 jiwa dengan pertumbuhan pada tahun 2010-2016 sebesar 2,34% dan 2015-2016 sebesar 2,18%. Pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur (2010-2016: 4,40%; 2015-2016: 4,21%)
[bookmark: _Toc499928274]Gambar 2.3. Perbandingan Jumlah Kota dengan Kabupaten



[bookmark: _Toc499928275]Piramida penduduk Kalimantan Timur tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan umur produktif  usia 25-44 tahun tampak membengkak. Pembengkakan ini berasal dari tambahan penduduk diluar angka kelahiran. Tingginya migrasi penduduk diduga menjadi pemicu membengkaknya gambar piramida penduduk tersebut.


Gambar 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kaltim, 2016


	Sumber: Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 2017


	Membengkaknya piramida penduduk di Kaltim yang diduga migrasi dari kantong-kantong daerah produksi batubara dan kelapa sawit yang menyerap tenaga kerja cukup besar. Penyerapan terbesar terjadi di Kabupaten Kutai Timur dan diduga merupakan kontribusi industri perkebunan. Sedangkan pada daerah lainnya, penyerapan tenaga kerja juga cukup besar seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Bontang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dilihat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk. Dilihat dari kepadatan penduduk, maka konsentrasi penduduk terjadi di kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang yang kepadatannya sangat tinggi dibandingkan wilayah lainnya.  Jumlah penduduk yang terkonsentrasi di perkotaan akan memberikan berbagai tekanan pada pembangunan yaitu kesenjangan yang lebar dibandingkan dengan wilayah lain karena terkonsentrasinya pembangunan di wilayah tersebut maupun karena dampak pada kerentanan sosial dan lingkungan. 


	Selain itu, jumlah sarana umum seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sarana umum lainnya yang jumlahnya lebih tinggi di perkotaan. Sedangkan kerentanan lingkungan,   dapat dilihat dari tingkat kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan tingginya tingkat banjir, yang sudah semakin dirasakan sebagai ancaman atau gangguan bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Penataan lingkungan perkotaan menjadi syarat kebijakan yang harus segera ditetapkan dan dilaksanakan. Sebagai contoh, Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur dengan penataan ruang yang kurang maksimal akan menghambat kegiatan pemerintahan khususnya saat musim hujan karena meningkatnya angka kejadian banjir selama lima tahun terakhir

[bookmark: _Toc499928175]Tabel 1.1.  Jumlah Penduduk, Sex Rasio, kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kaltim
	No
	Kab/Kota

	Penduduk
	Sex ratio
	Kepadatan Penduduk (%)
	Laju Pertumbuhan Penduduk

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	Total
	
	
	

	1
	Paser
	129.457
	118.580
	248.037
	109
	22,35
	0,80

	2
	Kutai Barat
	83.184
	74.901
	158.085
	111
	11,53
	0,72

	3
	Kutai Kartanegara
	347.291
	315.190
	662.481
	110
	25,49
	1,12

	4
	Kutai Timur
	226.459
	189.094
	415.553
	120
	13,38
	0,49

	5
	Berau
	112.732
	98.780
	211.512
	114
	9,73
	1,55

	6
	Penajam Paser Utara
	86.855
	79.200
	166.055
	110
	56,80
	4,12

	7
	Balikpapan
	316.389
	301.739
	618.128
	105
	1.206,69
	1,11

	8
	Samarinda
	392.130
	371.599
	763.729
	106
	1.065,87
	1,08

	9
	Bontang
	90.664
	83.106
	173.770
	109
	1.065,16
	5,79

	10
	Mahakam Ulu
	12.840
	11.541
	24.381
	111
	1,25
	0,37

	Kalimantan Timur
	1.798.001
	1.643.730
	3.441.731
	109
	27,03
	1,38


Sumber: Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Provinsi Kaltim.


	Dampak dari kerentanan sosial terbungkus pada rantai kemiskinan yang sulit dilepaskan dan kerentanan lingkungan yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah penderita penyakit demam berdarah dan diare. 
	Peristiwa
	2012
	2016
	Keterangan

	Demam berdarah
	2.695
	10.878
	Wilayah terpapar: Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur

	Diare
	55.342
	78.643
	

	Banjir
	25 peristiwa banjir pada 2015, jumlah penduduk terdampak 12.371, bangunan rusak 1.537; tahun 2016 terjadi 24 kejadian dan 2017 terjadi 20 kejadian.

	Tanah Longsor
	19 kali peristiwa pada tahun 2015 Tahun 2016 terjadi 28 kejadian, dan 2017 terjadi 8 kejadian.

	Putting Beliung
	Kejadian putting beliung terjadi 30 kejadian tahun 2015, 8 kejadian di tahun 2016 dan 1 kejadian di tahun 2017 (sumber: Data dan Informasi Bencana BNPB, November 2017).



	Kerentanan sosial dapat juga dilihat dari kondisi keluarga prasejahtera dan sejahtera, seperti yang tertuang pada data Perwakilan BKKBN, yang dipublikasikan melalui BPS Provinsi Kalimantan Timur bahwa jumlah keluarga pra sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kenaikan dari tahun 2012 sebanyak 29.229 keluarga menjadi 54.159 keluarga di tahun 2016. Pada 2015 terjadi sedikit perbaikan kondisi pra sejahtera namun jumlahnya kembali meningkat pada tahun 2016. 

	Kondisi
	2012
	2016
	Keterangan

	Pra Sejahtera
	29.229  
	54.159  
	Samarinda (15.731), Balikpapan (11.583), Kutai Kartanegara (11.131)

	Sejahtera
	485.146
	823.984
	Meningkat signifikan.

	



[bookmark: _Toc499928277]Gambar 2.5. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016


	Box 2.1: Contoh Kemiskinan dan Kemahalan – Kabupaten Mahakam Ulu
Mahakam Ulu sebagai daerah pemekaran terbaru merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu mencapai 10,65% dari jumlah penduduk Kabupaten. Namun dilihat dari garis kemiskinan tampak bahwa Kabupaten Mahakam Ulu memiliki angka lebih tinggi seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp 490.563 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemahalan di Kabupaten Mahakam Ulu lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan kebenaran hipotesis bahwa Kabupaten Mahakam Ulu yang baru dimekarkan dan terletak di kawasan perbatasan memerlukan perhatian khusus dari sisi aksesibiltas dan program pembangunan yang sesuai. 





	Hal ini penting untuk dicermati mengingat Gini Rasio Kalimantan Timur menunjukkan kisaran angka 0,37 pada bulan September 2013 menjadi 0,328 pada September 2016, artinya masih mengalami ketimpangan rendah antara penduduk berpendapatan tinggi dengan berpendapatan rendah. Namun angka rasio Gini ini tidak secara mudah mampu memperlihatkan secara mendalam tentang jumlah keluarga prasejahtera maupun sejahtera. 

	Dari sisi kemiskinan, jumlah penduduk Kalimantan Timur yang masih masuk dalam kategori penduduk miskin sebanyak 212.920 orang atau 6,11% (2016) dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur di mana garis kemiskinan tercatat setinggi Rp 511.205 per kapita per bulan. Apabila dibandingkan dengan Regional Kalimantan, maka tampak bahwa Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi ketiga setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. 

[bookmark: _Toc499928278]Gambar2.6. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kaltim Menurut Regional



	Kondisi kemiskinan akan semakin memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat petani karena indeks nilai tukar petani (NTP) menurun dari 99,93 tahun 2014 menjadi 98,14 pada tahun 2016 dan laju inflasi bahan makanan masih tetap tertinggi dibandingkan dengan laju inflasi lainnya yaitu 3,07% pada Desember 2016. Laju inflasi ini setinggi laju inflasi harga konsumen secara keseluruhan di Kalimantan Timur yang mencapai 3,39% untuk periode waktu yang sama. Sebagaimana dicatat, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dikeluarkan 45,33% untuk konsumsi makanan dan 54,67% sisanya untuk konsumsi bukan makanan.
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2. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA


	IPM yang tinggi   juga masih didominasi wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah kabupaten masih lebih rendah. Ada tiga Kabupaten yang masih memiliki IPM di bawah angka 70,0 yaitu di Kabupaten Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu. Dukungan pemerintah serta kerjasama dengan masyarakat untuk menyadari pentingnya peningkatan kualitas hidup masih perlu ditingkat agar Indeks Pembangunan Manusia masih dapat ditingkatkan.

	Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan berapa lama seorang siswa/i mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana pada tahun terakhir (2016) mencapai 9,24 tahun atau telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Mereka masuk dalam kategori lulusan SMP. Sedangkan dari sisi Harapan Lama Sekolah, pada 2016 telah mencapai angka 13,35 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai bekal memasuki dunia usaha.  
[bookmark: _Toc499928284]Gambar 2.7. Rata-Rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah, 2010-2016


	Pemerintah Kaltim masih memiliki tugas berat untuk meningkatkan pendidikan formal masyarakat karena rata-rata lama sekolah baru mencapai 9,2 tahun, artimya maksimal lulus SMP. Hal ini memberikan tugas khusus bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan pencapaian target pendidikan 12 tahun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Timur. Dari sisi Lama Sekolah, tertinggi di Samarinda yaitu 14,23 tahun.  Angka rata-rata lama sekolah tertinggi baru mencapai angka 10,0 di perkotaan, sedangkan di kabupaten berkisar pada angka 8,0 dan terendah di Mahakam Ulu setinggi 7,37. 

	Potret kondisi Angkatan kerja dan gambaran kualitas SDM di Kalimantan Timur dapat dilihat dari tabel berikut dan disimpulkan bahwa kualitas SDM masih memiliki kualitas rendah dan akan sulit untuk bersaing. Ketersediaan lapangan usaha maupun penciptaannya juga masih sangat rendah.   Minimnya lapangan pekerjaan tampak dari tingginya jumlah pencari kerja setara dengan pendidikan SMA yang mencapai 64% dari total pencari kerja. 


	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 2016:
1.717892
	SMP: 46,12%
	Buruh: 51%

	
	SMA: 39,50%
	Usaha Campuran: 36%

	
	D-S1: 14,38%
	Usaha non pertanian: 2%

	Pencari kerja dengan pendidikan SMA = 64% dari total pencari kerja
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Tabel 2.2. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
	Tidak Punya Ijazah SD
	SD
	SMP
	SMA/SMK
	Diploma I/II/III
	Universitas/
D IV
	Jumlah

	Angkatan Kerja (A+B)
	131.476
	364.877
	295.990
	678.534
	71.713
	175.302
	1.717.892

	Bekerja (A)
	123.361
	347.247
	278.802
	600.455
	70.398
	160.976
	1.581.239

	Pengangguran (B)
	8.115
	17.630
	17.188
	78.079
	1.315
	14.326
	136.653

	Bukan Angkatan Kerja
	100.201
	189.339
	259.337
	230.691
	13.596
	23.057
	816.221
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Gambar 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (2010-2016)
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	Dilihat dari sisi Regional Kalimantan, tingkat pengangguran di provinsi Kalimantan Timur adalah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur menghadapi berbagai persoalan di bidang kependudukan, pendidikan, dan ketenagakerjaan karena memiliki angka tertinggi untuk tingkat pengangguran, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, dan rendahnya daya serap tenaga kerja.  


[bookmark: _Toc499928287]Gambar 2.9. Perbandingan Tingkat Pengangguran Provinsi Kaltim Menurut Regional Kalimantan
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2.1.   Pendidikan keterampilan 

	lembaga Pendidikan yang berada di provinsi Kalimantan Timur dan sekolah menengah kejuruan (SMK), masih belum memadai untuk menjawab persoalan tenaga kerja yang dibutuhkan di Kalimantan Timur. 


[bookmark: _Toc499928185]Tabel 2.3. Jumlah Sekolah Keterampilan/Kejuruan 2015-2016
	No
	Lembaga/sekolah
	Jumlah

	
	
	2015
	2016

	1
	Lembaga Pendidikan Ketrampilan
	105
	331

	2
	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
	215
	207


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2017.


Pendidikan ketrampilan yang sesuai dengan permintaan pasar masih belum memadai, kemudian ditambah dengan sedikitnya jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi yang mengakibatkan sedikitnya jumlah lulusan kursus, pelatihan, magang dan kelompok kerja yang dapat memasuki dunia kerja, menunjukkan belum berkembangnya Pendidikan ketrampilan di Kalimantan Timur.



[bookmark: _Toc499928186]Tabel 2.4. Pendidikan, Keterampilan dan Bermatapencaharian
	Keterangan
	Jumlah
	Satuan

	Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi.
	37
	Lembaga

	Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja.
	738
	Orang


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2017

2.2. Kesehatan 

	Dengan melihat data dari Angka Harapan Hidup (AHH) tampak bahwa di perkotaan mencapai angka lebih tinggi dibandingkan di kabupaten. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mengetahui faktor apa saja yang mampu membuat penduduk di Balikpapan dapat memiliki AHH tertinggi sehingga dapat menjadi acuan bagi wilayah lainnya. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat diarahkan dengan tepat untuk membangun manusia seutuhnya.

	Angka Harapan Hidup Kaltim
Rata-rata: 73,68
	Balikpapan: 73,96

	
	Bontang:      73,71

	
	Samarinda:  73,68

	
	Lainnya:    < 73,68




	Pelayanan kesehatan suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, sarana kesehatan, terhadap jumlah penduduk. Pada tabel sebaran tenaga kesehatan dan sarana kesehatan, kabupaten Mahakam Ulu merupakan wilayah yang memiliki tenaga kesehatan dan sarana kesehatan terendah.


[bookmark: _Toc499928183]Tabel 2.5. Sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Kaltim (2015-2016)
	No
	Kab/Kota
	Dokter Umum
	Dokter spesialis
	Dokter gigi
	Perawat

	
	
	2015
	2015
	2015
	2015

	[bookmark: _Hlk498695186]1
	Berau
	61
	18
	24
	550

	2
	Kutai Barat
	55
	8
	16
	440

	3
	Kutai Kartanegara
	137
	47
	45
	988

	4
	Kutai Timur
	111
	24
	35
	663

	5
	Paser
	61
	16
	18
	480

	6
	Penajam Paser Utara
	43
	7
	15
	340

	7
	Mahakam Ulu
	18
	0
	3
	110

	8
	Balikpapan
	213
	111
	75
	1249

	9
	Samarinda
	264
	94
	76
	1812

	10
	Bontang
	86
	22
	28
	546


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

	Sebaran tenaga kesehatan sangat tidak merata karena terpusat di perkotaan dan beberapa kabupaten yang telah berkembang. Ketimpangan sarana kesehatan akan sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Sebagai contoh, Kabupaten Mahakam Ulu dengan ibu kota Ujoh Bilang memiliki luas wilayah 1.531.500 Ha sekitar 15,27% dari total seluruh wilayah Kalimantan Timur, merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terbesar se-Kalimantan Timur yaitu 10,65. Dalam Perda nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang Wilayah provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu dengan kawasan perbatasan Long Pahangai dan Long apari, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah provinsi.

	Ketersediaan sarana kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut, dimana Kabupaten ini memiliki sarana kesehatan terendah daripada wilayah lain di provinsi Kalimantan Timur.


[bookmark: _Toc499928184]Tabel 2.6. Sebaran Sarana Kesehatan Kabupaten/Kota, 2016
	No
	Kab/Kota
	Puskesmas Induk
	Puskesmas pembantu
	RSUD

	
	
	
	
	A
	B
	C

	1
	Berau
	19
	92
	0
	0
	1

	2
	Kutai Barat
	18
	86
	0
	0
	1

	3
	Kutai Kartanegara
	32
	173
	0
	1
	1

	4
	Kutai Timur
	21
	95
	0
	0
	1

	5
	Paser
	17
	44
	0
	0
	1

	6
	Penajam Paser Utara
	11
	13
	0
	0
	1

	7
	Mahakam Ulu
	5
	18
	0
	0
	0

	8
	Balikpapan
	27
	13
	0
	1
	0

	9
	Samarinda
	24
	43
	1
	1
	1

	10
	Bontang
	6
	2
	0
	1
	0


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.3.    Ketenagakerjaan

	Persentase kerja menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016 terbesar ditamatkan pada tingkat SMA/SMK sebesar 37,97% dan diikuti pada tingkat SD sebesar 21,96%. Artinya bahwa kualitas tenaga kerja yang terserap di lapangan pekerjaan untuk provinsi Kalimantan Timur diduduki setingkat SMA/SMK dan SD. Data ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kaltim untuk berpendidikan tinggi masih rendah. Kekayaan alam yang melimpah tidak berimbas pada peningkatan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
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Gambar 2.10. Persentase Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (2016)




Angkatan kerja menurut tingkat Pendidikan didominasi oleh tingkat Pendidikan SMA/SMK dan SD. Kebutuhan tenaga kerja terampil yang dapat mengisi kebutuhan perusahaan masih rendah.
[bookmark: _Toc499928187]Tabel 2.7. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
	Tidak Punya Ijazah SD
	SD
	SMP
	SMA/SMK
	Diploma I/II/III
	Universitas/
D IV
	Jumlah

	Angkatan Kerja (A+B)
	131.476
	364.877
	295.990
	678.534
	71.713
	175.302
	1.717.892

	Bekerja (A)
	123.361
	347.247
	278.802
	600.455
	70.398
	160.976
	1.581.239

	Pengangguran (B)
	8.115
	17.630
	17.188
	78.079
	1.315
	14.326
	136.653

	Bukan Angkatan Kerja
	100.201
	189.339
	259.337
	230.691
	13.596
	23.057
	816.221




	Ketimpangan ini harus menjadi tugas khusus pemerintah agar tidak semakin melebar dan program pembangunan dan kebijakan yang akan diambil mampu menciptakan lompatan untuk mengejar ketertinggalan. Kondisi ini tentu sangat memerlukan keseriusan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan tingkat pendidikan masyarakat termasuk penciptaan usaha mandiri untuk memperkokoh struktur ekonomi masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di Kaltim dalam penyedian tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan perlu ditingkatkan. 

	Pengembangan SDM dapat dilakukan bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna. 






	LPM 
	· Tahun 2016, LPM Aktif: 533, terdiri dari 416 LPM berkembang, 198 LPM belum berkembang.

	PKK/Karang Taruna
	· Perlu digiatkan kembali. 2012/2013 berjumlah 924, pada 2016 hanya ada 133. 
· 374 Karang Taruna yang berkembang saat ini perlu diperkuat dan dibina secara serius.

	Karang Taruna yang sudah bertumbuh juga baru terdapat di lima wiayah yaitu Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Samarinda. Sementara di beberapa daerah lainnya masih dalam posisi berkembang. Pengembangan kemandirian masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan bersamaan dengan berbagai kegiatan lainnya seperti kepemudaan di mana jumlah kegiatan kepemudaan juga masih terbatas.



2.4. Sosial-Politik


	Jumlah kegiatan masyarakat yang tercatat oleh BPS tampak bahwa kegiatan di bidang sosial mencapai angka tertinggi yaitu 137 kegiatan, diikuti kegiatan ekonomi 37 kegiatan, dan politik 35 kegiatan. Dari jumlah tersebut tampak bahwa kegiatan ekonomi banyak terjadi di Kota Samarinda (51%) demikian pula untuk kegiatan politik 90% terjadi di Samarinda. Sedangkan kegiatan demonstrasi terkait masalah sosial menempati urutan tertinggi diikuti dengan demonstrasi ekonomi dan politik. Kegiatan demonstrasi dalam bidang sosial meningkat tajam dari 323 kegiatan menjadi 755 selama periode 2013-2016 atau meningkat 133%, sedangkan demonstrasi terkait bidang ekonomi meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014 tetapi kemudian berkurang dari 182 menjadi 109 kegiatan (-40%). Untuk masalah politik terjadi 5 kegiatan demontrasi pada 2013, kemudian meningkat menjadi 19 kegiatan pada 2014 dan terus menurun menjadi 14 kegiatan dan 9 kegiatan dalam dua tahun terakhir. 






3. [bookmark: _Toc499928141]PEREKONOMIAN DAERAH 
[bookmark: _Toc499928290]
Box 2.2; Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan III 2017.
Perekonomian Kalimantan Timur triwulan III-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 148,39 triliun. Dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp. 113,4 triliun. Kinerja ekonomi Kalimantan Timur triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 tumbuh sebesar 3,54% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,32%. Sedangkan dari sisi pengeluaran dipengaruhi oleh net ekspor antar daerah yang tumbuh sebesar 12,12%.
Ekonomi Kalimantan timur triwulan III-2017 tumbuh sebesar 0,23% (q-to-q), mengalami percepatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,05%. Percepatan ini disebabkan oleh peningkatan kerja pada lapangan usaha yang cukup dominan terhadap PDRB Kalimantan Timur yaitu lapangan usaha industry pengolahan yang tumbuh sebesar 2,12%; dan lapangan usaha konstruksi yang tumbuh sebesar 4,16%. Dari sisi pengeluaran dipengaruhi oleh komponen PMTB yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,92%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I hingga III tahun 2017 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 tumbuh sebesar 3,68% (c-to-c).



Gambar 2.11. LPE Regional Kalimantan 2013-2016

	Dalam 4 tahun terakhir. LPE Kalimantan Timur menduduki peringkat terendah se-Kalimantan Timur (2013-2016), namun ada perbaikan di Triwulan III tahun 2017 sebesar 3,68 dari tahun 2016.

	Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur mengalami distorsi akibat tingginya ketergantungan pada harga pasar global, khususnya untuk komoditi batu bara. Berkembangnya sector hulu tidak diimbangi dengan sector hilir. Tumpuan ekonomi Kaltim pada sector pertambangan dan penggalian pada tahun 2016 sebesar 43,34%; industri pengolahan sebesar 20,51%; konstruksi sebesar 8,35%; Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,06%; serta perdagangan besar dan eceran, mobil dan sepeda motor sebesar 5,55%. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mengalami kontraksi sebesar -0,38%. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan III sebesar 3,68 %. Hal ini sangat dipengaruhi harga komoditas batubara yang membaik. Kondisi ketergantungan ekonomi terhadap harga komoditas ini harus menjadi pendorong pelaksanaan upaya transformasi ekonomi Kalimantan Timur dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


	Komposisi PDRB Kaltim tahun 2016 di sektor tambang sebesar 43,34%, disusul oleh sektor industry pengolahan sebesar 20,51%. Untuk Kabupaten/Kota kontribusi sektor tambang terbesar berada di kabupaten Kutai Timur sebesar 79,23% dan Paser sebesar 71,31%. Sedangkan untuk industri pengolahan terbesar berada di wilayah Bontang 83,96%, dan Balikpapan sebesar 47,62%. Rendahnya nilai industrialisasi dan pengolahan menjadi indikasi belum berprosesnya hilirisasi baik dari sektor tambang maupun dari sector pertanian kehutanan dan perikanan.
[bookmark: _Toc499928189]

Tabel 2.8. Nilai PDRB dari Sektor Lapangan Usaha Untuk Tiap Kabupaten/Kota di Kaltim, 2016
	No
	Kabupaten/Kota
	Nilai PDRB (Rp Miliar)
	A
	B
	C
	LPE

	1
	Paser
	37.191,46
	12,56%
	71,31%
	4,51%
	-4,79

	2
	Kutai Barat
	21.989,39
	15,20%
	46,95%
	5,93%
	-0,72

	3
	Kutai Kartanegara
	127.831,32
	12,70%
	64,68%
	3,90%
	-1,71

	4
	Kutai Timur
	94.921,97
	8,67%
	79,23%
	2,98%
	-1,07

	5
	Berau
	30.788,95
	11,38%
	60,36%
	3,90%
	-1,7

	6
	Penajam Paser Utara
	7.557,11
	21,42%
	29,78%
	16,57%
	-0,27

	7
	Mahakam Ulu
	2.105,99
	77,23%
	7,68%
	0,56%
	3,38

	8
	Balikpapan
	79.650,21
	0,98%
	0,05%
	47,62%
	4,76

	9
	Samarinda
	52.266,34
	1,83%
	12,45%
	8,33%
	0,23

	10
	Bontang
	53.935,81
	0,89%
	0,87%
	83,96%
	-1,49

	Kalimantan Timur
	507.073,76
	8,06%
	43,34%
	20,51%
	-0,38


Keterangan : A : sector pertanian, perikanan dan kehutanan, B : sector pertambangan dan penggalian, C : sector industry pengolahan.
	Mahakam Ulu merupakan kabupaten yang PDRB-nya paling rendah dengan sector pertanian paling dominan (produktivitas/nilai tambah sangat rendah). Kutai Kartanegara dan Kutai timur merupakan penyumbang PDRB terbesar Kaltim dengan ekonomi didominasi oleh sector pertambangan dan penggalian (sector B), diikuti oleh Balikpapan dan Bontang dengan ekonomi sector industry pengolahan.

	PDRB Kalimantan Timur

	Harga Berlaku
	Harga Konstan 2010

	· Turun dari Rp 519,13 trilyun menjadi Rp 507,07 trilyun untuk periode 2013 – 2016.
· Pertumbuhan negatif -2,3% selama empat tahun terakhir.
	· Pertumbuhan negatif – 15,1% selama periode 2013-2016

	Kontributor PDRB tertinggi empat tahun terakhir:
· Kabupaten Kutai Kartanegara  di atas 25%  
· Kutai Timur dengan angka rata rata 18,0% 
· Kabupaten Paser dikisaran 7% 
· Berau pada kisaran 6%
Kabupaten Paser mengalami laju pertumbuhan negatif tertinggi yaitu mencapai (-4,79%), demikian pula dengan Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Bontang yang diketahui sebagai daerah penghasil tambang dan kegiatan perkebunan kelapa sawit tertinggi.



	Perekonomian Kalimantan Timur yang masih didominasi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan menunjukkan gejala kerapuhan sebagaimana halnya dialami oleh provinsi lain yang juga mengandalkan pendapatannya dari pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan. Manfaat positif dari pola pengelolaan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah mampu menciptakan PDRB yang tinggi sebagaimana dialami oleh Kalimantan Timur. Namun di sisi lain, kondisi tersebut rentan terhadap target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. di mana tidak hanya faktor pendapatan regional yang perlu diperhatikan tetapi juga perhatian terhadap indikator keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, ketahanan masyarakat baik dari sisi pangan, papan, energi, dan keberlanjutan nilai budaya dan sosial, serta ketahanan iklim yang didukung oleh kesehatan ekosistem yang menjamin terselenggaranya daya dukung lingkungan sebagai penopang kehidupan masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya tergantikan oleh teknologi, baik karena masih terbatas ketersediaannya maupun tingginya biaya penerapannya dan belum siapnya SDM yang ada. 



3.1. [bookmark: _Toc499928153]Pengembangan sektor non migas dan non pertambangan sesuai potensi masing-masing wilayah belum berjalan optimal.

Wilayah Kalimantan Timur memiliki hasil ekonomi di luar sektor non migas dan non pertambangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap sektor primer. Dalam tabel berikut memberikan informasi komoditas yang dapat dikembangkan pada wilayah Kabupaten/Kota.


[bookmark: _Toc499928192]Tabel 2.9. Komoditas Hasil Olahan IKM
	No
	Kabupaten/kota
	Komoditas

	1.
	Samarinda
	Perikanan, pariwisata, lada, sarung tenun, batik.

	2.
	Balikpapan
	Perikanan, pariwisata, penggilingan ikan.

	3.
	Bontang
	Perikanan, dan rumput laut

	4.
	Kutai Kartanegara
	Kelapa sawit, karet, padi, lada, pisang, nanas, perikanan, pariwisata

	5.
	Kutai Timur
	Kelapa sawit, jagung, pisang, karet.

	6.
	Berau
	Kelapa sawit, t2erasi, karet, padi, kedelai, perikanan, kelapa, pariwisata.

	7.
	Penajam Paser Utara
	Kelapa Sawit, durian, karet.

	8.
	Paser
	Kelapa sawit, karet, padi, pisang, perikanan.

	9.
	Kutai Barat
	Kelapa sawit, karet, durian, rambutan, perikanan darat.


  Sumber: kementerian Perindustrian, WPPI Provinsi Kalimantan Timur, 2015

	Wilayah Kalimantan Timur memiliki hasil ekonomi diluar sektor non migas dan non pertambangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap sektor primer. Tabel 2-9 memberikan informasi komoditas yang dapat dikembangkan pada wilayah Kabupaten/Kota. Namun, struktur ekonomi Kaltim masih didominasi oleh sektor padat modal dan pelaku ekonomi kerakyatan di sektor riil belum berperan optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2-10 yang menjelaskan tentang distribusi PDRB ADHB Kaltim menurut lapangan usaha sektor industri pengolahan.


	Namun, struktur ekonomi Kaltim masih didominasi oleh sektor padat modal, dan pelaku ekonomi sector riil berkerakyatan belum berperan optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut yang menjelaskan tentang distribusi PDRB ADHB Kaltim menurut lapangan usaha sector industry pengolahan.
[bookmark: _Toc499928193]

Tabel 2.10. Distribusi PDRB ADHB Kaltim Menurut Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan (2012-2016)
	Sektor/Lapangan Usaha
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	C
	Industri Pengolahan
	17,60
	17,98
	19,32
	20,61
	20,51

	
	1
	Industri Batubara dan Pengilangan Migas
	12,08
	11,98
	13,00
	13,27
	12,73

	
	2
	Industri Makanan dan Minuman
	1,59
	1,68
	1,99
	2,14
	2,42

	
	3
	Industri Pengolahan Tembakau
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	4
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	
	5
	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	6
	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya
	0,65
	0,62
	0,63
	0,69
	0,71

	
	7
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
	0,43
	0,44
	0,46
	0,54
	0,58

	
	8
	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
	2,37
	2,75
	2,68
	3,33
	3,38

	
	9
	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	10
	Industri Barang Galian bukan Logam
	0,08
	0,09
	0,10
	0,12
	0,13

	
	11
	Dan seterusnya (kurang dari 1%)
	
	
	
	
	



	Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurut jenis pendapatan sedang menunjukkan kecenderungan penurunan terus menerus, khususnya dalam tiga tahun terakhir yaitu periode 2014-2016. Pendapatan Asli Daerah menurun dari 5,77 trilyun menjadi 3,92 trilyun. Demikian pula dengan pendapatan pajak daerah yang semula mencapai 4,877 trilyun menjadi 2,94 trilyun. Berbagai penurunan penerimaan dari dana perimbangan, dana bagi hasil pajak/bukan pajak dan sumberdaya alam, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus menambah kelesuan ekonomi Kalimantan Timur. Dipicu oleh penurunan harga pasar batubara dunia serta kondisi ekonomi dunia, telah membawa dampak sangat signifikan bagi Kalimantan Timur. Keadaan ini secara langsung mempengaruhi belanja pemerintah baik belanja tidak langsung (mengalami penurunan 36% dibandingkan 2014) maupun belanja langsung (mengalami penurunan 32% dibandingkan 2014), atau secara keseluruhan berkurang sebesar 34,6% dari 2014.  
Kondisi ini diharapkan segera pulih. Masih tingginya jumlah proyek dan rencana investasi yang telah disetujui pada 2016 yaitu sebanyak 317 proyek dengan rencana nilai investasi Rp 56.221.706,80 juta dan akan mampu menampung 24.526 tenaga kerja lokal diharapkan dapat tetap menumbuhkan kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Namun perlu disadari bahwa konsentrasi investasi di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dengan tidak memiliki hilirisasi industri. Dari daftar rencana proyek, tampak bahwa dominasi kegiatan proyek ekonomi akan berada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Kutai Timur, di mana pada kedua kabupaten tersebut dominasi kegiatan pertambangan baru bara dan perkebunan kelapa sawit masih tetap menjadi unggulan. Meskipun realisasi investasi masih berlangsung di Kalimantan Timur dengan jumlah proyek 243 senilai Rp 6.885.124,60 juta tetapi belum mampu membawa Kalimantan Timur memiliki kekuatan struktur ekonomi yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Dari realisasi penanaman modal asing tampak bahwa investasi di bindang pertambangan dan perkebunan tetap mendominasi dengan persentase masing-masing sesebesar 38,0% dan 29,1%. 




3.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
	Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat dengan UMKM di provinsi Kalimantan Timur berdasarkan skala usaha mampu menyerap tenaga kerja sejumlah 1.064.107 di tahun 2016.  Jika UMKM di Kaltim ini mampu ditingkatkan secara signifikan maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor ini. Peningkatan UMKM ini juga dapat memberikan pengungkit pada kemandirian masyarakat dan ekonomi kerakyatan.


[bookmark: _Toc499928194]Tabel 2.11. Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha
	No
	UMKM
	2015
	2016

	A.
	UMKM berdasarkan skala usaha
	446.454
	453.097

	1.
	Usaha Mikro
	266.524
	270.469

	2.
	Usaha Kecil
	179.158
	181.840

	3.
	Usaha Menengah
	772
	789

	B.
	Penyerapan tenaga Kerja
	n/a
	1.064.107


Sumber: Dinas Perindustrian dan perdagangan provinsi Kaltim, 2017


	Misalnya UMKM pengolahan perikanan/UPI air tawar, mengalami peningkatan jumlah unit usaha pada tahun 2016 sekitar 2,5 kali lipat dari tahun 2013 dan telah memberikan kontribusi ekonomi dengan omset produksi 1.395.555.000 ditahun 2016 dari 31.435.000 di tahun 2013. Lonjakan omset produksi ini dapat didorong oleh peningkatan kinerja ekonomi UMKM pada umumnya. Namun ini masih berjalan lambat sehingga perlu kontribusi dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.


[bookmark: _Toc499928195]Tabel 2‑12 Jumlah Omset Produksi Pengolahan UMKM Perikanan/UPI Air Tawar
	No
	Keterangan
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Jumlah UMKM (Unit)
	852
	1.897
	2.130
	2.162

	2
	Omset produksi (Ribu rupiah)
	31.435
	1.341.396
	1.374.931
	1.395.555


Sumber: Dinas Perindustrian dan perdagangan provinsi Kaltim, 2017






	PENTING:
Ekonomi Kerakyatan dan Hilirisasi untuk memperkuat struktur perekonomian yang berkelanjutan dan menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

	1. Koperasi
	Terdaftar 3.657 di mana 75% dalam status aktif

	2. Sektor Pertanian
	Kontribusi rendah namun cenderung meningkat yaitu dari 3% pada 2013 menjadi 8,06% pada 2016.

	3. Sektor pertambangan
	Mendominasi namun dengan kecenderungan mengalami penurunan yaitu dari 55,21% menjadi 43,34% untuk periode yang sama. Rapuh untuk dipertahankan dalam jangka panjang, saat ini merupakan kontributor negatif utama berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai -3,52%.

	4. Industri Pengolahan
	Kontribusi meningkat dari 17,98% pada 2013 menjadi 20,51% pada 2016, laju pertumbuhan meningkat dari -1,81% pada 2013 menjadi 5,46% pada 2016.




3.3. [bookmark: _Toc499928139]  Pertanian dan Perkebunan


	Pemerintah Kalimantan Timur menetapkan program transformasi ekonomi untuk beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak terbaharui menjadi sumber daya alam terbaharui termasuk pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan berbagai peningkatan produktivitas serta penurunan emisi. Transformasi ekonomi di Kalimantan Timur ini menitikberatkan pada pertanian dalam arti luas, khususnya perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Namun pertanian dalam arti luas ini perlu menempatkan sector lain selain perkebunan dalam memberikan komposit kontribusi pada transformasi ekonomi.

	Ketahanan pangan Indonesia masih identik dengan pemenuhan pasokan beras. Kalimantan Timur berpotensi menjadi lumbung pangan nasional, namun pergeseran pola pembangunan telah memberikan dampak pada berkurangnya produksi padi karena berkurangnya lahan sawah yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya luas wilayah panen padi sawah dan padi ladang di Kalimantan Timur. 


[bookmark: _Toc499928177]Tabel 2.13. Penurunan Luas Lahan Padi Sawah dan Padi Ladang
	Tahun
	Padi Sawah (Ha)
	Padi Ladang (Ha)

	2012
	70.047
	31.913

	2013
	73.627
	29.285

	2014
	71.332
	28.930

	2015
	69.072
	30.137

	2016
	54.365
	25.979


              Sumber: Kaltim Dalam Angka, 2017


	Sedangkan untuk berbagai komoditi pangan lainnya masih belum sepenuhnya mampu menempatkan Kalimantan Timur sebagai unggulan. 


	Transformasi ekonomi terkait pemanfaatan lahan secara maksimal masih perlu mendapatkan prioritas perhatian dan serta penentuan pola dan mekanisme pengembangannya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang dapat mencukupi kebutuhan lokal, regional, maupun nasional.  

	Ketahanan pangan adalah syarat tercapainya pembangunan berkelanjutan karena  kesehatan ekosistem juga akan menjadi prioritas pembangunan. 
	Budaya ketahanan pangan yang baru yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.

	Upaya mengurangi ketergantungan pangan dari beras juga harus menjadi bagian dari penguatan program ketahanan pangan. Perlu dipikirkan terobosan yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat dan menguatkan serta mengemasnya menjadi



	Selain tanaman pangan, sektor perkebunan khususnya kelapa sawit menjadi unggulan pemerintah, termasuk karet, kopi, lada, kakao, dan kelapa. Luas areal kelapa sawit mencapai 1.150.078 hektar pada 2016 atau mengalami peningkatan sekitar 700 hektar selama lima tahun terakhir dengan peningkatan jumlah produksi yang signifikan yaitu mencapai 11,4 juta ton pada 2016. Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah penghasil kelapa sawit tertinggi diikuti Paser, Kutai Kartanegara, dan Berau. Dari sisi luas tanaman, Kutai Timur mengalokasikan lahan terluas untuk perkebunan kelapa sawit, diikuti Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Barat, dan Berau. Konsentrasi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Timur diharapkan dapat memudahkan pengelolaannya termasuk dalam hal peningkatan nilai tambah. 


[bookmark: _Toc499928191] Tabel 2.14. Produktivitas Pabrik Minyak Sawit Kaltim, 2017
	No
	Lokasi
	Pabrik Minyak Kelapa Sawit
	Kapasitas Pabrik Minyak Kelapa Sawit (Ton/Tbs/Jam)
	Produksi CPO

	
	
	
	Kapasitas Terpasang (Ton)
	Kapasitar Terpakai
	Produksi TBS Diolah
	Produksi CPO (Juta Ton)

	1
	Paser
	18
	890
	890
	4.005.000
	881.100

	2
	Berau
	7
	480
	480
	2.160.000
	475.200

	3
	Kutai Timur
	28
	1600
	1255
	5.175.000
	1.138.500

	4
	Kutai Kartanegara
	13
	735
	700
	2.745.000
	603.900

	5
	Kutai Barat
	3
	135
	135
	607.500
	133.650

	6
	Penajam Paser Utara
	6
	315
	300
	1.350.000
	297.000


Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2017.

Tingkat produktivitas perkebunan di Kaltim masih dapat ditingkatkan menuju tingkat optimal. 

	Produktivitas Sawit

	Rata-rata produktivitas kebun sawit tahun 2014 dan 2016 sekitar 17 ton/ha/tahun  di bawah tingkat best practice dan tingkat optimal.

	RSPO rata-rata menghasilkan 5,1 ton minyak sawit/ha/tahun atau setara sekitar 23,5 ton TBS/ha/tahun (WWF 2012).

	Produktivitas Karet

	Menghasilkan sekitar 1,2 ton/ha/tahun sementara rata-rata produktivitas kebun swasta nasional sekitar 1,8 ton/ha/tahun (Kementrian Pertanian 2014).

	Produktivitas  masih jauh di bawah tingkat optimal (best practice) yaitu 40 ton/ha/tahun untuk TBS dan 10 ton/ha/tahun untuk karet.
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Tabel 2.15. Produktivitas Kebun Kaltim dibanding Best Practice dan Tingkat Optimal (kg/ha/tahun)
	Komoditas
	Rata-rata produktivitas Kaltim 2014 & 2016
	Produktivitas pada sejumlah best practices
	Produktivitas optimal teoritis 

	Sawit (TBS)
	17.092
	23.500
	40.000

	Karet
	1.246
	1.868
	10.000

	Kakao
	630
	900
	1.400

	Kelapa dalam
	599
	900
	3.500

	Lada
	879
	1.600
	2.170

	Kopi
	236
	780
	3.400




Untuk melihat kondisi lingkungan di Kabupaten yang diperuntukan sebagai kawasan perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

[bookmark: _Toc499928180]Tabel 2.16. Keadaan Lingkungan Perkebunan di Kawasan Peruntukan Perkebunan dan Izin Kebun per Kabupaten, 2015
	Kabupaten
	Luas area (ha)
	Luas area bergambut (ha)
	Hutan alam (ha)
	Kebun tertanam (ha)
	Semak belukar dan lahan terbuka di tanah mineral (ha)

	Berau
	480.131
	4.400
	250.720
	132.528
	75.315

	Kutai Barat
	608.737
	32.375
	123.981
	175.867
	351.923

	Kutai Kartanegara
	830.716
	111.158
	65.638
	239.866
	335.638

	Kutai Timur
	949.123
	25.859
	117.718
	470.741
	261.147

	Mahakam Hulu
	293.779
	-
	201.968
	22.899
	78.083

	Paser
	465.232
	1.401
	76.486
	198.499
	110.666

	Penajam Paser Utara
	105.011
	-
	17.713
	63.896
	15.471

	Jumlah
	3.732.728
	175.193
	854.225
	1.304.296
	1.228.243


Catatan: Luas area adalah luas Kawasan Peruntukan Perkebunan dan lahan dengan izin kebun 

4. [bookmark: _Toc499928140]PEMANFAATAN LAHAN

4.1 Kawasan Hutan
	Potensi hutan lindung di Kaltim harus dikelola dengan bijaksana, khususnya yang masih sangat dimungkinkan untuk dipertahankan agar fungsi kesehatan ekosistem hutan dan sebagai penyangga kawasan dapat tetap dipertahankan. 


	Kawasan Hutan
	· kawasan hutan lindung 1,845 juta hektar
· kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam  438, 3 ribu hektar
· hutan produksi (hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi) sebesar 6,061 juta hektar.

	Kabupaten Mahakam Ulu memiliki hutan lindung terluas dibandingkan wilayah lainnya diikuti Berau dan Kutai Timur.

	Potensi jasa lingkungan
	Harus mulai dikembangkan sebagai salah satu pola pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus mampu menjadi potensi konservasi dan pertahananan daya dukung lingkungan seluruh wilayah provinsi Kalimantan Timur.



Dalam kajian yang telah dilakukan, deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur telah menyebabkan meningkatnya jumlah emisi di Kalimantan Timur. Deforestasi hutan Kalimantan Timur rata-rata sebesar 70.039 Ha/tahun, dan degradasi hutan sebesar 16.236 Ha/tahun.

Gambar 2.12. Emisi Kalimantan Timur bersumber dari deforstasi dan degradasi hutan, 2017.
  
Sumber: ER-PD FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, 2017.


4.2 Kegiatan Pertambangan
	Selain pengusahaan hutan, lahan di Kalimantan Timur juga dialokasikan untuk usaha pertambangan terutama tambang batubara. Dari peruntukan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk kawasan pertambangan sebesar kurang lebih 5.227.136 Ha, sebagian masuk dalam kawasan budidaya dan hutan lindung. Sampai dengan 2016, luas konsesi pertambangan batubara di Kaltim mencapai 5.227.136 Ha, lahan terganggu seluas 103.072,80 Ha. Lahan yang dilakukan reklamasi hanya seluas 41.541,58 Ha, sedangkan yang telah dilakukan revegetasi seluas 37.950,02 Ha. Luasan lahan terbuka dan terganggu semakin meningkat setiap tahun berbarengan dengan meningkatnya produksi dan bertambahnya areal penambangan. Maraknya pemberian ijin penambangan dengan luasan skala kecil di satu sisi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi apabila dalam pengelolaannya tidak mengikuti peraturan yang berlaku, maka akan menambah luasnya kerusakan lahan. Dalam Tabel 2-15, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten dengan luasan lahan terganggu paling luas yaitu sebesar 24.283, 63 Ha.



Tabel 2.17. Luas Lahan Terganggu, Reklamasi, Revegetasi dan Konsesi Kegiatan Pertambangan Batubara 
di Kaltim s/d Tahnin 2016

	No
	Kab/Kota
	Luas Lahan Terganggu
(Ha)
	Luas Lahan Reklamasi (Ha)
	Luas Lahan Revegetasi (Ha)
	Luas Konsesi (Ha)

	1
	Paser
	1.644,07
	615,70
	461,32
	109.915,89

	2
	PPU
	118,70
	48,00
	30,40
	218.927,65

	3
	Samarinda
	558,19
	196,07
	194,00
	27.438,10

	4
	Kutim
	459,71
	147,07
	147,07
	1.353.093,07

	5
	Kukar
	24.283,63
	6.284,33
	5.979,47
	877.180,86

	6
	Kubar
	1.292,80
	220,52
	165,28
	1.257.712,00

	7
	Berau
	1.281,72
	640,00
	410,70
	285.978,83

	JUMLAH IUP
	29.638,82
	8.151,69
	7.388,24
	4.130.246,40

	8
	PKP2B
	73.433,98
	33.389,89
	30.561,78
	990.449,63

	9
	Galian C
	-
	-
	-
	106.439,97

	TOTAL
	103.072,80
	41.541,58
	37.950,02
	5.227.136,00




	Produksi minyak bumi dan gas alam terpusat di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Bontang. Dengan potensi yang dimiliki dan berlangsungnya produksi minyak bumi dan gas alam mendorng pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan provinsil lainnya. Demikian pula dengan tambahan produksi batubara. Namun yang perlu diperhatikan adalah kewajiban pengelolaan lingkungan agar terlaksana melalui konsep pertambangan yang berkelanjutan di mana laju pengambilan harus lebih rendah atau minimal sama dengan laju pertumbuhannya atau penemuan baru. Ketepatan dan konsistensi penerapan pertambangan berkelanjutan akan mampu membawa Kalimantan Timur menuju wilayah pembangunan berkelanjutan secara utuh termasuk di dalamnya menjamin kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan mengatasi kerentanan sosial, dan lingkungan. 


Tabel 2.18. Usaha Pertambangan Kalimantan Timur

	
	2008
	2016
	Keterangan

	Produksi batu bara
	122.866.174,92 ton
	219.178.640,16 ton
	Meningkat 78%

	Minyak Bumi 
	56,14 juta barel
	34,32 juta barel
	Periode 2009-2016

	Gas alam
	1.048,17 juta barel
	568,58 juta barel
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5. [bookmark: _Toc499928156][bookmark: _Toc499928142]PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 

	Kebutuhan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat perputaran arus barang dan jasa serta perputaran manusia. Panjang jalan di Kalimantan Timur meningkat 62,06% sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dengan kondisi jalan 59% baik, 17,8% rusak sedang, 14,9% rusak, dan 8% rusak berat. Hampir semua jalan beraspal.  Penambahan jalan Kabupaten/Kota mencapai prosentase tertinggi yaitu 24,53%, diikuti jalan Negara 14,54%, dan jalan provinsi 2,37%. 


[bookmark: _Toc499928196]Gambar 2.13. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan



	Kabupaten Kutai Kartanegara memilik total panjang jalan terpanjang (2.750 km) diikuti oleh Kabupaten berau (2.243 km), dan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur yang masing-masing mencapai sekitar 1.700 km. Hampir sebagian besar jalan berupa jalan aspal dan  jalan tanah dengan kondisi rata-rata 50% baik, dan 50% lainnya bervariasi dari rusak sedang hingga rusak berat. 


5.1. [bookmark: _Hlk501028484]  Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi

	Sebagaimana diketahui bahwa Kalimantan Timur juga merupakan wilayah strategis nasional karena letaknya berbatasan dengan wilayah Negara lain, yaitu berbatasan dengan Malaysia (serawak). Batas negara-Long Apari memiliki panjang sekitar 59,7 Km. Wilayah perbatasan masih minim mendapatkan perhatian dari sisi percepatan pembangunan sebagaimana dihadapi oleh provinsi-provinsi lain yang juga berbatasan dengan Negara tetangga. 

	Selain berbatasan dengan negara lain, Kalimantan Timur (Mahakam Ulu) juga memiliki wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain, yaitu berbatasan dengan Kalimantan Utara, Kalimantan tengah, dan Kalimantan Barat. Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai kabupaten pemekaran terbaru dan merupakan kabupaten dengan tingkat PDRB terendah juga merupakan kawasan perbatasan dan memiliki kepentingan strategis nasional. Untuk itu, Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tugas untuk membantu dan mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Mahakan Ulu agar target pembangunan nasional untuk kawasan perbatasan dapat tercapai.

Gambar 2.14. Pusat Kawasan strategis nasional dan provinsi
                     [image: ]
Box 2.3: Contoh usulan konsep dan target pembangunan kawasan strategis nasional perbatasan Nasional: Kabupaten Mahakam Ulu
· Penguatan perencanaan alokasi ruang yang matang dan penggunaan lahan yang tepat untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, dan lingkungan sangat diperlukan bagi pembangunan berkelanjutan Kabupaten Mahakam Ulu. Daya dukung lingkungan serta keberlanjutan ekosistem setempat berdasarkan rencana pemanfaatan ruang dan kaidah konservasi tanah dan air dapat diwujudkan apabila aktivitas di atas lahan dilakukan sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini perlu diperkuat di dalam rencana strategis. 
· Optimasi penggunaan lahan, penciptaan nilai tambah, keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) yang terletak di Mahulu harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan pendekatan valuasi ekonomi lingkungan. Hal ini dapat diterapkan melalui strategi pembangunan pertanian dan perkebunan yang tepat, penggunaan teknologi tepat guna dan sederhana serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. 
· Mendisain prioritas program dan proyek sehingga dapat mendapatkan dukungan dari Pemerintah maupun mengakses dana lingkungan. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah menetapkan (ploting) pengelolaan ekosistem berdasarkan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk memperoleh satu gambaran utuh pengelolaan lingkungan yang berdampak luas bagi seluruh aspek pembangunan baik dari sisi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan sumber-sumber ekonomi yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk diciptakan dengan berbasis sumberdaya alam dan SDM lokal, dengan prinsip keberlanjutan. Melalui pola ini penguatan masyarakat untuk dapat berkembang berdasarkan pola pengelolaan resiko minimal terhadap kebencanaan dan perubahan iklim dapat diterapkan. 
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6. LINGKUNGAN HIDUP


	Kualitas lingkungan hidup disuatu wilayah dapat diketahui dengan melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup periode tertentu. IKLH dapat dijadikan acuan bersama bagi pemangku kepentingan dalam mengukur kinerja institusi pengelola lingkungan hidup di Pemerintah pusat maupun daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan hidup. 

	Manfaat lain IKLH adalah penggunaan IKLH sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan dalam hal: 
a) membantu perumusan kebijakan, 
b) membantu mendisain program, 
c) mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan. 

	Pentingnya IKLH sebagai salah satu barometer pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2005-2025) dengan visinya “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang diwujudkan dalam 5 misi, dimana misi yang ke-5 adalah “Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan berbasis ekonomi dan ekologi”. 


[bookmark: _Toc499928279][bookmark: _GoBack]Gambar  2.15. Index Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim 2013-2016



	Provinsi Kaltim memiliki keseriusan dalam meningkatkan IKLH. Hal ini dapat ditunjukkan melalui data bahwa pada tahun 2013 IKLH Kaltim sebesar 74,07; tahun 2015 sebesar 81,97; dan tahun 2016 sebesar 83,14 (target 81,98). Realisasi kenaikan IKLH ini menunjukkan bahwa IKLH Kaltim memiliki kategori sangat baik (82<sangat baik(x)<90.


6.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)


	Selain harus menyusun RPJMD, Kepala Daerah terpilih juga harus menyusun KLHS sebagaimana diamanatkan dalam PP 46/2016. Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk memastikan terlaksananya kegiatan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan faktor produksi, ketahanan sosial – lingkungan.  


	Indikator Keberlanjutan yang dilingkup dalam Kajian Lingkungan Hidup Stategis:

Sektor Kehutanan: 
· Penguatan tata kelola perijinan dan pemanfaatan hutan dan lahan, 
· Peningkatan kualitas pengendalian luas tutupan hutan, 
· Peningkatan nilai tambah produk hasil hutan (HHK dan HHBK), 
· Pengembangan potensi jasa lingkungan yang ditunjang oleh peningkatan kualitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
Sektor Konektivitas dan Infrastruktur:
· Peningkatan aksesibilitas dan kualitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) dengan pendekatan "oil spot" (untuk mengurangi potensi pembukaan lahan secara massif).
· Peningkatan sarana telekomunikasi antar kecamatan
· Peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan

Sektor Pertanian dan Perkebunan:
· Peningkatan kemandirian pangan
· Peningkatan nilai tambah hasil pertanian
· Peningkatan infrastruktur pertanian 
· Penerapan Best Management Practices

Sektor Energi & Pertambangan:
· Penerapan 'Green Mining Principles’ untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah.
· Peningkatan nilai tambah produk pertambangan
· Tidak mengalih fungsikan lahan pertanian untuk pertambangan
· Perlindungan kawasan potensi karst untuk perlindungan terhadap potensi wisata dan sumberdaya air tanah
· Peningkatan rasio elektrifikasi
· Peningkatan investasi pengembangan energi baru terbarukan/EBT (PLTMh, PLTS, PLTA, Biomassa), dan bauran EBT




	Selain itu, adanya rencana pengembangan Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur juga wajib memiliki KLHS Kawasan untuk menjaga keberlanjutannya. Pengembangannya perlu memperhatikan indikator keberlanjutan sebagaimana diarahkan di atas, dengan tetap mengacu pada RTRW Provinsi, RTRW Kawasan, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Adapun KSP yang telah ditetapkan di Kaltim terdiri dari:
1. Kawasan industri manufaktur Kariangau-Buluminung (Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara).
2. Kawasan industri perdagangan dan jasa (Kota Samarinda).
3. Kawasan industri Petrokimia berbasis Migas dan kondensat (Kota Bontang-Marangkayu Kutai Kartanegara).
4. Kawasan industri Oleochemical Maloy Kabupaten Kutai Timur).
5. Kawasan industri Pertanian (Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara).
6. Kawasan Industri Pertanian (Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat).
7. Kawasan Industri pertanian (Kabupaten Mahakam Ulu).
8. Kawasan Agropolitan Regional (Kabupaten Kutai Timur).

Terjadinya pencemaran sungai juga dapat diakibatkan kegiatan pertambangan batubara dengan melakukan bypass air asam tambang langsung ke sumber air permukaan (ke sungai), dan tidak melakukan pengelolaan air asam tambang dengan membuat IPAL.


[bookmark: _Toc499928280]Gambar 2.16. Kecenderungan Perubahan Kualitas Air Sungai di Sungai Mahakam (2013-2016)
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	Status mutu air berdasarkan perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP) menunjukan bahwa kondisi Sungai Mahakam pada tahun 2016 dalam keadaan tercemar Ringan dengan rata rata indeks pencemaran sebesar 3.34 (maksimum = 3,58; minimum= 2.87). Indeks pencemaran dari tahun 2013-2016 terlihat kecenderungan pencemaran menurun dari tahun 2015 ke 2016 tetapi tidak pada semua lokasi. Titik pemantauan pada sungai Mahakam Palaran dan Anggana cenderung memburuk.

	Status mutu air sungai berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode STORET menunjukan kondisi tercemar berat dengan angka rata-rata -46, dimana nilai ini lebih baik dibandingkan dengan pemantauan tahun 2013 sebesar -69,17, 2014 sebesar -54,17 dan sempat membaik pada tahun 2015 sebesar -37. Dengan demikian menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjend Pengendalian Pencemaran di bawah KLHK untuk melakukan pembinaan serta upaya mitigasi agar kualitas air sungai dapat kembali normal sesuai dengan kelas dan peruntukannya.
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6.2.  Emisi


	Kalimantan Timur merupakan penyumbang emisi GRK ke-6 terbesar dari 34 Provinsi di Indonesia (Sumber: KLHK, 2015). Emisi ini berasal dari GRK secara keseluruhan.  Berdasarkan perkiraan tingkat emisi GRK 2012-2015, sumber emisi GRK terbesar adalah emisi GRK dari sektor energi dan sektor perubahan tutupan lahan. Kedua sektor tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 49% dan 44% (Sumber: Draft RAD GRK Kalimantan Timur)). Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat tingkat emisi ini ikut mempengaruhi kesehatan masyarakat pada umumnya.



Gambar 2.17. Kontribusi Emisi GRK per sector berdasarkan emisi GRK bersih akumulatif periode 2012-2015

Sumber : RAD GRK Provinsi Kalimantan Timur, 2017  

Tingginya emisi dari sektor energi ditengarai dari penggunaan bahan bakar hidrokarbon, salah satunya adalah bahan bakar diesel yang dipakai untuk operasional tambang batubara.
Tabel 2.19. Perkiraan penggunaan bahan bakar diesel dioperasi tambang batubara (2014-2015)
	Keterangan
	2014
	2015
	Sumber data

	Produksi batubara (ton)
	234.661.519
	236.613.732
	BPS

	Estimasi intensitas penggunaan diesel (liter diesel/ton batubara)
	11,4
	12,4
	Data 7 perusahaan

	Estimasi penggunaan diesel pada operasi tambang batubara (kilo liter)
	2.664.468
	2.942.903
	

	Penggunaan diesel se-Kaltim (kilo liter)
	4.314.482
	3.219.809
	Dinas ESDM Kaltim

	Estimasi persentase penggunaan diesel dioperasi tambang batubara disbanding penggunaan diesel keseluruhan
	62%
	91%
	


	
Berdasarkan data penggunaan bahan bakar diesel dan produksi batubara di tujuh perusahaan tambang diketahui bahwa rata-rata 11-12 liter diesel digunakan untuk setiap ton batubara yang diproduksi. 

Emisi Karbon di Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari deforestasi, degradasi hutan, kebakaran hutan, dekomposisi gambut, penebangan, tanah/lahan mangrove, dan kebakaran gambut. Lebih dari separuh emisi GRK di Provinsi Kalimantan Timur disumbang oleh kegiatan deforestasi, kemudian disusul oleh kegiatan penebangan, pembukaan lahan mangrove, dan sumber-sumber lainnya


Gambar 2.18. Proporsi sumber emisi di Kalimantan Timur
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Sumber: Draft ERPD-FCPF CF Provinsi Kalimantan Timur 2017 


	Pendorong deforestasi paling signifikan di Kalimantan Timur adalah pengembangan perkebunan Kelapa Sawit. Dari tahun 2006 sampai 2015, tingkat deforestasi rata-rata untuk konversi ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur adalah 22.995 Ha per tahun. Sebagai tambahan, rata-rata 3.352 Ha per tahun dikeluarkan dari konsesi hutan komersial yang ada (IUPHHK-HA) dan 478 Ha per tahun lainnya dikonversi dari perkebunan komersial (IUPHHK-HTI). 
	Degradasi yang signifikan di Kalimantan Timur sebagian besar terkait dengan kegiatan penebangan di hutan alam (IUPHHK-HA) dari tahun 2006 sampai 2015, tingkat degradasi rata-rata yang disebabkan oleh penebangan di Kalimantan Timur adalah 65.395 Ha per tahun dengan 3.381 Ha per tahun lebih lanjut terdegradasi dalam perkebunan kelapa sawit.
Selain masalah emisi, deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai penangkap air sehingga kegiatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya wilayah tangkapan air. Hal ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berkurangnya kuantitas dan kualitas air di berbagai daerah sebagai sumber mata air baku.






6.3. Kualitas Udara

	Kualitas Udara disuatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari jumlah penderita penyakit, terutama ISPA (infeksi Saluran Pernafasan Atas). Di Kalimantan Timur penyakit ISPA masih menjadi penyakit yang tertinggi yang diderita masyarakat. Penyakit ini bisa terjadi Karena paparan debu dan asap. Debu dan asap yang halus dan memiliki partikel halus yang tidak terlihat oleh kasat mata, dapat masuk ke lapisan mukosa hingga terdorong sampai ke jaringan faring karena tidak dapat disaring oleh bulu hidung.


[bookmark: _Toc499928282]Gambar 2.19. Jumlah Penderitas Penyakit (2016)
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Sumber: Ringkasan eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016


	Sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa setiap orang berhak memperoleh hidup yang layak dan sehat, dan sejalan dengan Nawacita yang mengamanatkan untuk mengintensifikasi kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia termasuk perubahan iklim, dan sejalan dengan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas sektor dalam Rencana Pembangunan Jangka menegah Nasional (RPJMN), maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai tindak lanjut pernyataan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden RI pada COP-21, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan Undang-Undang No.16 tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016. Melalui Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen terhadap penurunan emisi sebesar 29% (target unconditional) dan 41% (target conditional). Provinsi Kalimantan Timur menjadi Pilot Project Nasional dalam rangka penurunan emisi ini. Sebagai penyumbang emisi terbesar ke-3 nasional, maka Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk menurunkannya sekaligus sebagai perpanjangan tangan komitmen Indonesia terkait Paris agreement, dan komitmen ini harus termuat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023.

	Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen ringkasan eksekutif informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, isu prioritas lingkungan hidup yang mendesak untuk diselesaikan di Provinsi Kalimantan Timur menyangkut:
1. Isu dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
2. Isu ancaman terhadap Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat.
3. Isu dampak yang diakibatkan kegiatan pertambangan batubara. 


7. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

	Tata kelola pemerintahan dilihat dari akuntabilitas kinerja dan fiscal daerah. Akuntabilitas kinerja dapar diperoleh melalui berbagai serangkaian kegiatan  yang telah memiliki indicator yang telah ditetapkan.Begitu pula dengan keuangan daerah atau fiscal daerah dapat dilihat melalui pendapatan daerah dan biya pengeluaran daerah.


7.1. Akuntabilitas Kinerja
	Perolehan predikat akuntabilitas kinerja Pemprov Kalimantan timur memperoleh predikat BB (B plus). Meskipun demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertekad untuk meningkatkan kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja. Pencapaian target ini melalui kegiatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diantaranya pembinaan karir PNS, bantuan tugas belajar, dan ikatan dinas. Selain itu juga melakukan penghargaan bagi PNS berprestasi serta implementasi system informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pembinaan dan pengelolaan bantuan keuangan dan perimbangan bagi Kabupaten dan Kota. Penerapan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan public, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat, Pendidikan politik masyarakat, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta pengembangan system informasi dan publikasi data.




[bookmark: _Toc499928203]Tabel 2.20. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
	Institusi
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Satuan
	Keterangan

	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
	68,46
	70,75
	70,97
	75,14
	77,36
	predikat
	Predikat BB


Sumber: Biro organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2017


	Sedangkan untuk Kabupaten/Kota masih terdapat beberapa kendala sehingga tidak semua kabupaten/Kota mendapatkan predikat yang memuaskan. Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh predikat B dengan nilai 66,10, dan kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang juga mendapatkan predikat B. Keinginan untuk mendapatkan predikat A plus dari peringkat B Plus di tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi masih terganjal beberapa temuan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh BPK maupun temuan hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).
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Tabel 2.21. Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan
	No
	Pemerintahan
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	Satuan
	Keterangan

	A
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Temuan hasil pemeriksaan BPK
	50
	49
	19
	29
	10
	Temuan
	Tetap

	2
	Temuan hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)
	128
	106
	251
	203
	211
	Temuan
	Sementara-akhir 2017.


Sumber: Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, 2017.


Dengan demikian maka akuntabilitas kinerja baik oleh pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan.

7.2. Keuangan Daerah 
	Keuangan Daerah Kalimantan Timur pada tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut yang menjelaskan tentang pendapatan daerah yang berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah.






Tabel 2.22  Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2016
	 
No.
	 
Uraian
	 
2013
	 
2014
	 
2015
	 
2016
	Rata-Rata Pertumbuhan

	I
	Pendapatan Daerah
	11.631.697.051.829
	11.287.300.941.021
	8.999.519.970.923
	7.987.877.780.773
	-11,49%

	1.
	Pendapatan Asli Daerah
	5.885.262.003.582
	6.664.586.023.490
	4.484.753.878.953
	4.031.514.706.408
	-9,86%

	1.1
	Pajak Daerah
	4.929.791.598.766
	5.429.125.998.687
	3.753.718.935.815
	3.127.250.928.432
	-12,47%

	1.2
	Retribusi Daerah
	33.676.707.132
	15.494.252.850
	14.722.788.428
	19.435.790.560
	-8,99%

	 
1.1.3
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan
	 
291.684.072.009
	 
310.199.925.478
	 
230.816.057.794
	 
167.385.377.650
	 
-15,57%

	1.4
	Lain-lain PAD yang sah
	630.109.625.673
	909.765.846.475
	485.496.096.914
	717.442.609.764
	15,17%

	2
	Dana Perimbangan
	5.335.759.149.747
	4.253.320.982.625
	4.024.025.055.410
	3.941.626.961.365
	-9,24%

	 
2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak
	 
5.272.171.973.247
	 
4.194.970.542.625
	 
3.805.373.705.410
	 
2.844.821.387.413
	 
-18,32%

	2.2
	DAU
	55.539.336.500
	57.312.515.000
	-
	80.402.179.000
	-

	2.3
	DAK
	8.047.840.000
	1.037.925.000
	218.651.350.000
	1.016.403.394.952
	7.081,32%

	2.4
	Dana Penyesuaian
	-
	-
	-
	 
	 

	2.5
	Dana Insentif Daerah
	-
	-
	-
	 
	 

	3
	Lain-Lain PAD yang sah
	410.675.898.500
	369.393.934.905
	490.741.036.560
	14.736.113.000
	-24,73%

	3.1
	Pendapatan Hibah
	16.045.173.000
	16.781.978.000
	11.404.893.000
	9.736.113.000
	-14,03%

	3.2
	Dana Penyesuaian
	394.630.725.500
	352.611.956.905
	479.336.143.560
	5.000.000.000
	-24,56%



	Pada tabel tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai -12,36 persen. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya hampir seluruh unsur-unsur pendapatan daerah (2013-2016). Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami penurunan/efisiensi. Hal ini menandakan bahwa porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat semakin besar. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2010-2014 mengalami kenaikan. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat. Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, yaitu rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu sebesar 12%.

Tabel 2.23. Realisasi Belaja Daerah 2013-2016
	 
NO
	 
URAIAN
	 
2013
	 
2014
	 
2015
	 
2016
	Rata - Rata Pertum- buhan

	5.1
	Belanja Tidak Langsung
	7.103.434.643.017
	6.414.604.671.509
	5.734.343.715948
	4.031.278.537.206
	-16,67%

	5.1.1
	Belanja Pegawai
	779.583.156.002
	930.549.932.815
	942.463.194.421
	874.380.273.544
	4,47%

	5.1.4
	Belanja Hibah
	1.567.763.966.225
	909.317.897.000
	966.801.166.000
	844.687.442.500
	-16,10%

	5.1.5
	Belanja Bantuan Sosial
	3.940.000.000
	4.249.500.000
	4.410.500.000
	3.459.990.000
	-3,30%

	 
5.1.6
	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	 
2.692.808.046.400
	 
2.563.201.309.381
	 
2.440.676.447.219
	 
3.459.990.000
	 
-36,48%

	 
 
5.1.7
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
	 
 
2.059.339.474.390
	 
 
2.005.786.032.312
	 
 
1.376.558.162.630
	 
 
861.148.428.162
	 
 
-23,80%

	5.1.8
	Belanja Tidak Terduga
	-
	1.500.000.000
	3.434.245.678
	1.250.000.000
	 

	5.2
	Belanja Langsung
	6.676.810.264.458
	4.860.027.165.524
	3.964.706.259.506
	3.569.963.801.653
	-18,53%

	5.2.1
	Belanja Pegawai
	568.035.668.614
	494.596.159.995
	281.455.610.472
	454.630.639.016
	1,84%

	5.2.2
	Belanja Barang dan Jasa
	2.457.692.779.178
	2.154.150.620.058
	1.688.776.168.500
	1.543.518.535.349
	-14,19%

	5.2.3
	Belanja Modal
	3.651.081.816.665
	2.211.280.385.471
	1.994.474.480.532
	1.571.814.627.287
	-23,48%

	Jumlah Belanja
	13.780.244.907.476
	11.274.631.837.034
	9.699.049.975.455
	7.601.242.338.859
	-17,93%

	Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)
	51,55
	56,89
	59,12
	46,97%
	 

	Proporsi Belanja Langsung (%)
	48,45
	43,11
	40,88
	53,03%
	 




Pola Ruang wilayah Kalimantan Timur (Ha)

Kawasan Hutan lindung 	suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan 	kawasan lindung geologi	Kawasan peruntukan hutan produksi 	Kawasan peruntukan pertanian 	Kawasan peruntukan perikanan 	kawasan peruntukan industri 	kawasan peruntukan pariwisata 	Kawasan peruntukan pemukiman 	kawasan peruntukan pertambangan	1844969	591690	307337	6055793	3681657	187304	57176	97442	396266	5227136	


%	
Perkotaan	Kabupaten/Perdesaan	44.95	55.05	
Laki-Laki	113.398
177.337
169.778
148.023
155.722
157.487
163.168
163.858
140.313
124.176
95.565
74.476
50.479
31.932
15.522
16.767
0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	-6.306893043997194	-9.8630089749671992	-9.4425976403795104	-8.2326428072064495	-8.6608405668294992	-8.7590051395967006	-9.0749671440672177	-9.1133430960272008	-7.8038332570449036	-6.9063365370764496	-5.3150693464575376	-4.142155649524109	-2.8075067811419459	-1.77597231592196	-0.86329206713455697	-0.932535632627568	Perempuan 	105.393
166.340
158.002
139.027
140.723
147.534
154.345
150.156
128.990
111.888
85.563
64.105
39.593
23.567
13.290
15.229
0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	6.4117609483222759	10.11957450821143	9.6123182123747899	8.4579420773903493	8.5611210984672201	8.9754797733225047	9.3898384481777892	9.1349935665203521	7.8473242504159666	6.8068952300995571	5.2053694459907103	3.8999358172952601	2.4087069466370998	1.4337382014850231	0.80851956964127603	0.92648190564838195	
Paser	Kutai Barat	Kutai Kartanegara	Kutai Timur	Berau	Penajam Paser Utara	Mahakam Ulu	Balikpapan	Samarinda	Bontang	8.68	8.65	7.63	9.16	5.37	7.49	10.65	2.81	4.72	5.18	


2016	
Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Indonesia	7.87	5.6599999999999984	4.8499999999999996	6.1099999999999994	6.23	10.86	


Rata-Rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah di Kalimantan  Timur
RLS	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	8.56	8.7899999999999991	8.83	8.8699999999999992	9.0399999999999991	9.15	9.24	HLS	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	11.87	12.06	12.46	12.85	13.17	13.18	13.35	


Kalimantan Barat	2014	2015	2016	4.04	5.1499999999999986	4.2300000000000004	Kalimantan Tengah	2014	2015	2016	3.24	4.54	4.8199999999999976	Kalimantan Selatan	2014	2015	2016	3.8	4.92	5.45	Kalimantan Timur	2014	2015	2016	7.38	7.5	7.95	Kalimantan Utara	2014	2015	2016	5.68	5.23	Indonesia	2014	2015	2016	5.94	6.18	5.6099999999999977	










Tidak Punya Ijazah SD	SD	SMP	SMA/SMK	Diploma I/II/III	Universitas/DIV	7.8015404375935599E-2	0.219604373532401	0.176318696920579	0.37973702900067602	4.4520784018102298E-2	0.10180371215230601	
2013	
Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Indonesia	6.05	7.37	5.33	2.76	5.71	2014	
Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Indonesia	5.03	6.21	4.84	1.71	8.18	5.21	2015	
Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Indonesia	4.8599999999999977	7.01	3.83	-1.21	3.4	4.99	2016	
Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Indonesia	5.22	6.3599999999999977	4.38	-0.38	3.75	5.1599999999999984	



Emisi dari Deforestasi
Deforestation	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	65793.664232647032	65793.664232647032	65793.664232647032	62862.656417964121	62862.656417964121	62862.656417964121	28866.208477237	28866.208477237	99632.475873894888	72085.292338333966	34387.038722769452	61325.321628945763	199371	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	70038.654420788604	Year

Annual Deforestation (ha/y)


Emisi dari Degradasi Hutan
Degradation	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	35875.92815569404	35875.92815569404	35875.92815569404	9714.6119544303656	9714.6119544303656	9714.6119544303656	3252.7564687098788	3252.7564687098788	2038.8992768996	781.75492032246007	6241.2440360430301	48309.994324194253	10421	
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	16236.15583271172	Year

Annual Forest Degradation (ha/y)



Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	0.43049711876380098	0.21700795727684299	0.20834314479044999	0.14415066843791199	
IKLH	
2013	2015	2016	74.069999999999993	81.97	83.4	


Kontribusi Emisi GRK di Kalimantan Timur

Perubahan tutupan lahan	Energi all	Limbah	Pertanian dan Peternakan	0.44248407417839503	0.48398782533389401	3.08647718273528E-2	4.2663328660358102E-2	
Proporsi Sumber Emisi
Deforestasi	Degradasi Hutan	Dekomposisi Gambut	Logging	Lahan Mangrove	Kebakaran gambut	24561108.908660449	1861865.3127468466	1007267.4110994412	7815025.6837855428	0	1146820.3476913655	
Emisi Tahunan (tCO2/y)
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